
SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI
(ADD/N) SETIAP NAGARI SERTA TATA CARA PEI{YALURAN ALOKASI

DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2O2T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 96
ayat (5) dan Pasa,l 99 ayat (2) Peraturan Pemeriatah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentalg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati
menetapkan rincian Alokasi Dana Desa/ Nagari
(ADD/ N) setiap Naga-ri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N)
setiap Nagari Serta Tata Cara Penyaluran Alokasi
dana Desa/ Nagari Yang Bersumber dari Anggaral
Pendapatan dan Belanja Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2O2 1.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (kmharan
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Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
t2);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah dua ka-li diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peratural Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O14 tentang Desa (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 63221 ;

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Tentalg Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden NomorT5 Tahun 2OI9 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82
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Tahun 2Ol8 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 21O);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
teral<hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2O18 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
611);

10- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LL4
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 2O941;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Pu1uh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 15);

12. Peratural Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan
Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2018 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor I Tahun 2O2l Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O21 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Lima Puiuh Kota Nomor 152
Tahun 2OLB Tentang Pengelolaan Keuangan
Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2O18 Nomor 152);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27
Tahun 2O19 Tentang Penghasilan Tetap dan
T\rnjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta
T\rnjargan Badan Permusyawaratan (BAMUS)
Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita
Daera-h Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
Nomor 27);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28
Tahun 2Ol9 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan Kegiatal
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[Ienetapkan

Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor28).

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2
Tahun 2O2l Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima
hrluh Kota Tahun 2O2L (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2O21 Nomor 2);

ItrEMUTUSI(AIY:
PERATI'RAN BUPATI TEI|TANG PEIIGAI,OI(ASIAN
DAJT PEMBAGIAIT ALOI(ASI DAITA DESA/I|AGARI
IADD/tr} SETTAP NAGARI SERTA TATA CARA
PEIYYALURAI| ATOKASI I'AIYA DESA/ITAGARI YAI|G
BERSI'UBER I'ARI ANGGARA.IT PEITI'APATAIT DAN
BELIII|JA I'A.ERAII DILIITGKUITGAIT PEIIERIIYTAII
I{ABUPATEN LIMA PI'LIIH KOTA TAHUIT
A"IYGGARAN 2UI1

BAB I
I(STENTUA.IT UIIUM

Pasel I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dam/ atau hak hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawa_ratan
Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Pemerintah Nagari adalah WaIi Nagari dan
Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari,
selaljutnya disingkat RPJM Nagari, adalah
Rencana Kegiatan Pembalgunal Nagari untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.
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B. Rencana Ke{a Pemerintah Nagari, selanjutnya
disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM
Nagari untuk jangka waltu 1 (satu) tahun.

9. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut
BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari
melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dal usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Nagari.

10. Alokasi Dana Desa/Nagari, selanjutnya disingkat
ADD/N, adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD/N yang
akan diterima oleh setiap Nagari secara merata
yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran ADD/N yang dibagi dengan
jumlah nagari secara kabupaten.

12. Alokasi Kinerja adalah a-lokasi yang diberikan
kepada nagari yang memiliki hasil penilaian
kinerja terbaik.

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari,
angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari,
dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap
kabupaten/kota.

14. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang
selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang
mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Nagari berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarrg
selaljutnya disingkat APBD adalah rencana
keualgan tahunan pernerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Anggaran Pendapatal dan Belanja Nagari, yang
selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

l7.Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang
berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau
diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan
hak lainnya yang sah.
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18. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari
berupa barang bergerak dan barang tidak
bergerak.

te. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

2O. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat
RKN adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Nagari ya-ng menzrmpung seluruh
penerimaar Nagari dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank
yang ditetapkan.

21. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui
swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa.

22. Swakelola pengadaan barang/jasa di nagari
adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau
diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran jaminan kesehatan
atau iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

24.luran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang
yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk Program Jaminal
Kesehatan.

25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat
jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga
pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah
provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
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BAB II
MANSUD, TUJITAN DAN SASARAIT SERTA PRII{SP

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD/N adalah untuk membantu
membiayai program Pemerintahan Nagari dan percepatan
pembangunan Nagari sesuai kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal skala nagari yang dimiliki
dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan
kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari,
dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Nagari.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD/N adalah :

a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;

c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala
produktif;

d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat
guna untuk kemajuan ekonomi;

e. meningkatkan kualitas ketertibal dan ketentraman
masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
nagari;

f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan;

g. meningkatkan perencanaan dan penBanggaran
pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan
masyarakat;

h. meningkatkan pengamalal nilai-nilai keagamaan,
sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan
sosial;

i. meningkatlan pelayanan pada masyarakat nagari
dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat;

j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
royong masyarakaf

k. meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat
nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);

l. meningkatkan perErn dan kemampuan lembaga
kemasyaralatan nagari;
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m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan;

n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
aparatur pemerintahan nagari;

o. meningkatkan kemampuan dal daya saing produk
serta usaha ekonomi masyarakat; dan

p. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari dalam
rangka pengembalgan kegiatan pendidikan, sosial
budaya, kesehatan darr ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaral ADD/N adaiah :

a. sasaran lokasi ADD/N adalah seluruh nagari dalam
wilayah daerah ; dal

b. Sasaran penggunaan ADD/N adalah untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan
pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatal
nagari, pemberdayaan masyarakat nagari,dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak nagari, penghasilan tetap dan tunjangan
Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional
pemerintah nagari, tunjalgan dan operasional Badan
Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

Prinsip ADD/N adalah :

a. ADD/N dikelola berdasarkan prinsip transparan,
akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan
penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan
terkendali;

b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau
kepentingan seluruh warga masyarakat nagari tanpa
ada pembedaan;

c. pengelolaan ADD/N merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam
APBNagari;

d. kegiatan yang didanai oleh ADD/N direncanakan dan
dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan
melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam
Musyawarah Nagari dengan mengacu pada
prioritaspembangunan yang tercantum dalam RPJM
Nagari dan RKP Nagari; dan

e. pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) har-us dapat dipertanggung jawabkan secara
administratif, teknis, dan hukum.
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Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD/N dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setiap tahun anggaran.

(2) Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2O2l dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah
sebesar Rp.72.158.352.428,- (Tujuh puluh dua milyar
seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh
dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

BAB III
PEI| ETAPAIT RIIYCIAN ADD/I{

Bagian Kesatu

Perhltungan

Paeal 7

(1) Pengalokasian dan pembagian ADD/N ditetapkan atas
dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu
Alokasi Berdasarkal Formuia (PABF).

(2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah
ADD/N Kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap
Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus
Nagari ditambah Alokasi Kine{a (AK) nagari, yang dibagi
secara merata kepada seluruh nagari.

(3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan sebesar 4O% (empat puluh perseratus) dari
jumlah ADD/N Kabupaten, setelah dikurangi penghasilan
tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan
Bamus Nagari ditambah Alokasi Kineja (AK) nagari, dibagi
secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
dengan pembobotan sebagai berikut :

a. jumlah penduduk dengan bobot 45% (empat puluh
lima per seratus);

b. luas wilayah dengan bobot 54,75Yo (iima puluh empat
koma tujuh lima perseratus);

c. Indeks Kesulitan Geografis nagari dengan bobot
0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

(1) Besaran ADD/N yang diterima oleh masing-masing
nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :

ADD Nx = ADx + AFx + SILTAP WN & PERANGKAT + AK
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x = Nama Nagari.
ADD/Nx = Alokasi Dana Desa untuk Nagari x.
ADx = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.
AFx : Alokasi berdasarkan Formula yang diterima

Nagari x.
AKx = Alokasi Kinerja yang diterima Nagari x.

(2) Besaran ADx dihitung dengan menggunakal rumus
dibawah ini :

(ADD/N-STLTAP-AK) X 60%
ADx =

n

ADD/N

ADx

Siltap

(3) Besamya AFx setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan cara :

a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap nagari =
(Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten - Siltap-
Alokasi Kinerja) x 4OVo l(45o/' x rasio jumlah penduduk
+ 54,7 5o/" X rasio luas wilayah + O,25Vo X rasio Indeks
Kesulitan Geografis)l

AK

n

b. Perhitungan Rasio dan
Berdasarkan Formula (AF)
sebagai berikut :

Bobot
setiap

Bagial
nagari

Alokasi
adalah

a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus :

Rasio
Jumlah
Penduduk

Jumlah Penduduk

Total Penduduk Nagari di Kabupaten

Bobot jumlah penduduk nagari ( Bobot JB<),
denganrumus:

Bobot JPx = 45o/o X Rasio JP.

b) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus :

: Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari
Kabupaten/APBD.

= Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.
= Jumlah Alokasi Kinerja yang diterima

Nagari.
= Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari +

Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus.
= Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.
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Rasio LW
Luas Wilayah

Total Luas Wilayah nagari di Kabupaten

Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus :

Bobot LW = 54,75Yo X Rasio LW.

c) Rasio IKG, dengan rumus :

Rasio
IKG

IKG Nagari

Tota-i IKGdi Kabupaten

Bobot IKG Nagari , dengan rLlmus:
Bobot Jumlah IKG Kabupaten= O,25o/o X Rasio IKG

d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus:
Total Bobotx = BobotJP + Bobot LW + Bobot IKG.

Begiaa l(edua
Pengalokasian dan Pembaglaa NID/II

Paeal 9

Pengalokasian dan pembagian ADD/N untuk setiap Nagari
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PEI{GGUI|AAN, PEITYALURAN, PEL/\KSAITAAIT

DAI| PEI{ATAUSAIIAAJT

Bagiaa Kesatu
Penggunaan

Pasal 1()

(1) ADD/N dialokasikan untuk penghasilal tetap Wali Nagari
dan Perangkat Nagari, operasional pemerintahan nagari,
T\rnjangan dan operasional Badan Permusyawaratan

LT

e) Alokasi berdasarkal Formula setiap nagari,
dengan nimus :

Alokasi Formula Nagari (AFx) = Total Bobotx
X Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.



(BAMUS) Nagari, pelaksanaan program dan kegiatan bidang
penyeienggaraan pemerintahan, bidang pembangunan,
bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan
kemasyarakatan serta bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesal< nagari serta premi
kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Premi atau iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan mempedomani peraturan perundang-
undangal yalg berlaku.

(3) Pengalokasian penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud
pada ayat (U ditetapkan dengan mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat nagari, kompleksitas tugas
pemerintahan dan letak geografis, serta mempedomani
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pesel 11

(l) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), antara lain sebagai berikut :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari dibagi
dalam sub bidang:

1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,
tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari;

2. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;

3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
statistik, dan kearsipan;

4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan,
dan pelaporan; dan

5. pertanahan.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dibagi dalam sub
bidang :

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. kawasan permukiman;

5. kehutanan dan lingkungan hidup;

6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dal
8. pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub
bidang:

1. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan
masyarakat;

2. kebudayaan dan n:*"-r."'



3. kepemudaan dan olah raga; dan

4. kelembagaan masyarakat.

d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub
bidang:

1. kelautan dan perikanan;

2. pertanian dan peternakan;

3. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;

4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;

5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

6. dukungan penanaman modal; dan

7. perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Nagari dibagi dalam sub bidalg :

l. penanggulanganbencana;

2. keadaan darurat; dan

3. keadaan mendesak.

(2) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus berdasarkan hasil musyawarah nagari dan
tercantum dalam APBNagari.

Pasal 12

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD/N adalah :

a. pembangunan, rehab/ pemeliharaan sarana dan prasarana
insfrastruktur yang bukan menjadi urllsan atau
kewenangan pemerintah nagari.

b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan

c. tidak d.ijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan
lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD
Provinsi dan APBN.

Baglan Kedua
Penyaluran

Pasal 13

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dilakukan dengan
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Nagari.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Talapan sebagaimana dimaksud ayat (21 terdiri dari 4
(empat) tahap yaitu:



a. Tahap I bulan Januari s.d. Maret sebesar 25 o/o dai
pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari
dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari
terhadap BPJS Kesehatan;

b. Tahap II bulan April s.d. Juni sebesar 25 % dari pagu
Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari
dikurangi kewajiban WaJi Nagari dan Perangkat Nagari
terhadap BPJS Kesehatan;

c. Tahap III bulan Juli s.d. September sebesar 25 Vo dari
pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari
dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari
terhadap BPJS Kesehatan;

d. Tahap IV bulan Oktober s.d. Desember sebesar 25 %o

dari pagu Alokasi Dana Desa/ Nagari masing-masing
Nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat
Nagari terhadap BPJS Kesehatan.

(4) Penyalurar sebagaimana dimaksud ayat (21 tidak dapat
diakumulasikan setiap ta-hapnya.

(5) Besaran pengurangan kewqliban Wali Nagari dan
Perangkat Nagari terhadap BPJS kesehatan sebagaimana
dimaksud ayat (3) berdasarkan tagihan dari BPJS
kesehatan setiap bulannya.

Pasal 14

(1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/ Nagari
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) sebagai
berikut ;

a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari
dari WaIi Nagari;

b. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan;

c. Laporan Realisasi Pelal<sanaan Anggaran Nagari Tahun
Anggaran sebelumnya;

d. Laporan Rea-lisasi Penyerapan Dana Tralsfer Nagari
atas jumlah Darra Transfer Nagari Tahun Anggaran
sebelumnya;

e. Laporan Realisasi Transfer Dana Desa dari Rekening
Kas Umum Negara ke Rekening Kas Nagari per Tahap
dan penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya;

f. Foto copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang
Pengangkatan Wali Nagari;

g. Foto copy Keputusan Wali Nagari Tentang Perangkat
Nagari; dan

h. Foto copy nomor rekening koran kas Nagari Tahun
Anggaran berkenaan.

(2) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari untuk
Tahap II dan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3)
adalah sebagai berikut;
a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari

dari Wali Nagari;
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b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari tahap
sebelumnya minimal 9OV' yalrg telah disalurkan dari
RKUD ke RKN Tahun Anggaran berkenaan;

c. Foto copy nomor rekening koran kas Nagari
(3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari untuk

Tahap III dan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3)
adalah sebagai berikut;
a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari

dari Wali Nagari;
b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari

semester I minimal 90% yang telah disalurkan dari
RKUD ke RKN Tahun Anggaran berkenaan;

c. Foto copy nomor rekening koran kas Nagari
(4) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/ Nagari untuk

Tahap IV sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) adalah
sebagai berikut;
a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari

dari Wali Nagari;
b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari

minimal gjyo dari akumulasi Alokasi Dana
Desa/Nagari yang disalurkan dari RKUD ke RKN
Tahun Anggaran berkenaan;

c. Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran
APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan; dan

d. Foto copy nomor rekening koral kas Nagari
(5) Pengajuan persyaratan penyaluran masing-masing tahap

sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat
(4) dapat dilakukan bulan pertama setiap tahapan ke
Bupati melalui PPKD.

(6) Format Permohonan Penyaluran Alokasi Dana
Desa/ Nagari dari Wali Nagari, Laporan Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Nagari, Laporan Realisasi
Penyerapan Dana Transfer Nagari dan Laporan Realisasi
Penyerapan Dana Transfer Alokasi Dana Desa/Nagari
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

Baglan Kettga
Pelakeanaan dan Pe natausahaan

Pasal 15

Pelaksalaan program, kegiatal dan penatausahaan
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Pengelolaal Keuangan Nagari dan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangal desa/pengelolaan
keuangan nagari.

Pasal 16

(1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan ADD/N.

15



(2) Pemerintah Daerah dapat melakukal pendampingan atas
penggunaan ADD/N.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PEIYGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 17

(1) Pengadaan barang/jasa pelaksanaar kegiatan ADD/N
dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan
penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau
bahan dari wilayah nagari setempat, dilaksanakal secara
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat
setempat, untuk memperluas kesempatan ke{a,
danpemberdayaan masyarakat setempat.

(21 Tata. cara pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan
ADD/Nmempedomani ketentuan peraturan pemndang-
undangan tentang pengadaan barang dan jasa di
desa/ nagari.

BAB VI
PELIIFORA.TT DAIT PERTAN(X}UN(h'AWABAN

Pasal 18

(1) Wali Nagari menyampaikan laporal realisasi penggunaan 1
penyerapa-n ADD/N kepada Bupati cq. Kepala Badan
Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Camat secara
berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/ Nagari.

(2)Laporan Realisasi Penggunaan/penyerapan keuangan
ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (i) menggunakan
Format dalam Aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes)
dan mencakup :

a.jenis kegiatan yang sedang dan telah dilalsanakan; dan
b. laporan realisasi perkembangan penggunaan ADD / N.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam iampiral II yang merupakan bagial tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

( 1 ) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/ N terintegrasi dengan
pertanggungj awaban APBNagari.

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan
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Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan
terkait pengeloiaan keuangan desa/ nagari.

BAB VII
PEMBIITIAAN, PEITGAWASAN DAII E1TALUASI

Pasal 2O

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan
berkoordinasi secara teknis bersama Perangkat Daerah
terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dan
bantuan keuangan kepada Nagari.

(3) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan
pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
Alokasi Dana Desa/Nagari yang dikoordinasikal dengan
APIP.

Fasal 21

(l) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 18 dilakukan
secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta masyaralat.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD/N
sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 22

(1) Pengelolaan ADD/N untuk pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari, wajib di
informasikan secara transparan dan dipertanggung
jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penggunaan ADD/N dimaksud wajib di publikasikan
kepada seluruh masyarakat nagari melalui sara-na
informasi publik di nageri seperti:

a. utebsite;
b. papan informasi; dan
c. baliho.
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(3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat-
tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat
nagari seperti kantor Wali Nagari, Balai Adat Nagari dan di
Jorong-jorong serta tempat-tempat strategis lainnya.

(4) Informasi tentang penggunaan ADD/N sebagaimana
dimaksud ayat (l) merupakan bagian dari pelayanan
Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya
hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap
pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Nagari.

BAB VIII
PEI{GHARGAAI{ DAI{ SAT(SI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada nagari yang
dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD/N sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADD/N pada
tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara
proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran
ADD/N bagi nagari yang terbukti tidak mampu
melaksanakan pengelolaan ADD/N secara fansparan,
partisipatif dan akuntabel.

(3) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD/N
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
I(ETET{TUAIY PEIYUTUP

Pasd 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa/ Nagari
(ADD/N) Setiap Nagari di Kabupaten :Lima Puluh Kota dan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun Tahun
2020 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

18



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRT'ENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 7

{
L

Ealhan 6esual dengao agtinya
f,EPALA BAGIAIT t{U}iUM

SETDA KA8. II A P KOTq

, 
ERT FORTUfiA,SH

il tP.196601041 99 30 3 1 006
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Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor : t Tahun 2021

Tanssal : t( JqfiUafl 2021

Tentang : Pengalokasian Da Pembagian Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/NI Setiap Nagari Serta Tata cara
Penyaluran Alokasi Dana Desa/ NagariYang Beriumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun Anggarcn202L

No Nama Penerima/(e.amatan/Nagari lumlah

72,r54352,424
I ADD (Kec. Akabiluru)

l Tahun

5,498,826,053

I Batuhampar 767,361,506

2 Durian Gadang l Tahun 664,937,36L

3 Koto Tangah Batu Ampa l Tahun 936,929,793
4 Pauh Sangik l Tahun 699,991,508

5 Sariak Laweh l Tahun 954,194,139

6 Suayan l Tahun 784,664,905

7 Sungai Balantiak l Tahun 690,7 46,247

ADD (Kec. gukit Barisan) 5,171,915,837

L Banja Loweh l Tahun 937 ,025,460
Baruah Gunuang l Tahun I,O7 2.O',t 4 ,574

3 Koto Tangah l Tahun 845,851,833

4 Maek l Tahun 1.485,369,290

5 5ungai Naniang l Tahun 831,654,740

r ADD (Kec. Guguak) 4,5t2,t94,531
L Guguak Vlll Koto l Tahun 1,069,215,408

2 Kubang l Tahun 925,191,820

3 Simpang Sugiran l Tahun 699,65),181
4 5ungaiTalang l Tahun 815,254,919

5 Vll (oto Tala8o l Tahun 1,002,880,002

IV ADo (Kec- cunuang Omeh) 2,822,018,325
1 Koto Tinggi l Tahun 7 ,L63 ,317,s54
2 Pandam Gadang l Tahun 970.7 44,355

Talang Anau l Tahun 687,901,416

ADD {Kec. Harau) 9,957,362,530

1 Satu Balang l Tahun 914.503,829

2 Bukik Limbuku

Gurun

l Tahun 746,605,264

3 l Tahun 142.895,992

4 H arau l Tahun I ,058 ,41 2,561

5 Koto Tuo l Tahun 926,448,018

6 Lubuak BatinBkok l Tahun 111.497 ,428
7 Pilubang l Tahun 725,827,270

Sarilamak l Tahun 1,318,568,828

9 Solok Bio Bio l Tahun 811,528,641

10 Ta ram l Tahun 1,114,887,058

11 Tarantang l Tahun 876,727,675

VI ADD (Kec. Kapur lX) 7,77A,177 ,816
1 Durian Tinggi l Tahun 910,896,534

7 Galugua l Tahun 1,038,877,505

3 Koto Bangun l Tahun 992,325,O42

4 Koto Lamo l Tahun 1,007,709,260

5 Lubuak AIa: l Tahun 1,095,045,156

6 Muaro Paiti l Tahun 1,048,109,613

7 Sialang l Tahun 1,085,154,72s

vI ADo (Kec- Lareh sato Halaban) 7 ,511,482,712

1 Ampalu l Tahun L,O7 ! ,A4r,436

2 Balai Panjang l Tahun 939,0s3,564

Batu Payuang l Tahun 922,214,sr7

4 Bukik Sikumpa 1 Tahun 7t4,193,291

5 Halaban l Tahun 1,043,115,508

6 Labuah Gunuang l Tahun 470,920,777

Sitanang l Tahun 1,170,881,109

8 Tanjuang cadang l Tahun 779,602,976

vlll ADD (Kec. l-uakl 3,917,700,503

1 Andaleh l Tahun 901,652,176

z Mungo l Tahun t,771,272,254

Sungai Kamuyang 1 Tahun 1,060,66s,924

I



Lam lran : Peraturan Bu Uma Puluh Kota

4 Ti. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang l Tahun 838,110,149
tx ADD (Kec. Mun8ka) 4,to6,252,284

1 Jopang Manganti l Tahun 657,716,421
2 Mungka l Tahun 949,229,730
3 simpang Kapuak l Tahun 923,O77,O97
4 SungaiAntuan l Tahun 809,970,396
5 Talang Maur I Tahun 772,254,24A

x AOD [Kec. Pantkalan] 5,585,709,504
I Gunuang Malintang l Tahun 7,623,592,672
2 Koto Alam l Tahun 816,410,180
3 Manggilang l Tahun 898,s99,62s
4 Pangkalan l Tahun 1,373,953,22s
5 Tanjuang Balik l Tahun 7,006,167,462
6 Taniung Pauh l Tahun 966,986,340

xt ADD lKec. Payakumbuh) 5,767 ,656,212
1 Koto Baru Simalanggang l Tahun 836,904,067

2 Koto Tangah Simalanggang l Tahun 712,036,206

3 Piobang 1 Tahun 772,890,774
4 Simalan8gang l Tahun 820,092,818
5 Sungai geringin l Tahun 747,376,874
6 Taeh Baruah l Tahun 988,860,603
7 Taeh Bukik l Tahun 829,494,870

xI ADD (Kec. Situjuahl 4,16L,28O,17t
I situjuah Banda oalam l Tahun 933,663,7s8
z Situjuah Batua l Tahun 869,s03,314
3 Situjuah Gadang l Tahun 475,O42,748
4 Situjuah Ladang Laweh l Tahun 698,888,472
5 Tungka l Tahun 784,181,,879

x t ADD (Kec. Suliki) 4,861425,926
I AndianS l Tahun 712,209,474
2 (urai l Tahun 702,LAA379
3 LimbananB l Tahun 827,L33,243
4 Suliki l Tahun 9s0,30s,031
5 Sungai Rimbang l Tahun 856,486,832
5 Taniuang gun8o l Tahun 799,706,987

Jumlah,,,,,,, 72,$4352,424

-

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

tU

IRFETIDI ARBI

'sattnan
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sesual dengall aslinya
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUHKOTA
NOMOR :

TANGGAL ;

TENTANG : TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

I. Forrnrrt Surrrt Pertnohofla.n Pertca;lra;t Alokr:slDana DesdN

PEMERINTAII KABUPATEN LIMA PULUH I<OTA

NAGARI
KEICATUATAN

Nomor
Lampiran
Perihal

20.

1 (satu) rangkap
Permohouau Penyaluran
NoLasiDana Desa/Nagari Tahap I

di-
Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
............Tentang Tata Cara Penyalural Alokasi Dana Desa/Nagari yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pernerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Keputusan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor Tahun 2O.. Tentalg Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2O,,
bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi
Dalta/Nagari............. Tahun Anggaran 202 1.

Sebagai ba-l.an pertinbangan bagr Bapak bersa.rlra ini kami lampirkan:
- Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun Anggaran 2021.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggarctt 2O2O.
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tralsfer Nagari Tahun Anggaran

2020
- Laporan Realisasi Transfer Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara

ke Rekening Kas Nagari dal penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya.

- Fotocopy Keputusan Bupati Lirna Puluh Kota tentang Pengangkatan Wali
Nagari.

- Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari.
- Foto copy rekening Koran Kas Nagari

Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut dapat Bapak tralsfer ke Rekenilg
Pemerintah Nagari dengan Nomor Rekening

Demikianlah Permohonal ini kami sampaikan untuk dapat dimaldrrmi,
atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

trIALI NAGARI

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Lima Puluh Kota
C/q. PPKD



IL Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Angaran Pendapatan Bela4ia ltagari

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI

PEMERfNTAHAN NAGARI........

KODE
REK

URAIA
N

ANGGAR
AN
(Rp)

REATISASI
(Rp)

LEBr/(KURA
NG)
(np)

1 2 /) 4 .)

l.
1.r

1.1.x
l.I.x

1.1.dst

1.2

1.2.x

L2.x

I.2.x

1.2.x

1,3

1.3.x

TENUAI'AIAN
Pendapatan Asli N agari

Hasrl Usaha Nagari
Has Asset Nagan
dst.

Pendapatan Transfer
Dana Desa

Alokasr Llana l)esa

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Bantuan Keualgan

Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang

Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah
JUMLAH PENDAPATAN

2.
2.1

2.I.x
2.L.x
2.1.x

BELANJA
Belanja Nagari

Belanja
Pegawai

Belanja Barang
dan Jasa Belanja
Modal

JUMLAH ts!]LANJA

SURPLUS/ (DEFISIT)

4

3.1
3. 1.x
3.2

3.2.x

PEMBIAYAAN
PenerimaanPembiayaan
SisalebihperhitunganAnggaranTahunsebelum
nya PengeluaranPembiayaan

Penyertaan Modal
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